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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan
masyarakat terhadap kesadaran ~membayar Pajak Bumi dan Bangunan di
Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan. Penelitian ini merupakan
penelitian quasi eksperiment, yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat
yang terdaftar sebagai wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan
Nendagung yang berjumlah 2.716 orang, sedangkan sampel diambil 10% dari
jumlah populasi yang terdiri dari empat tingkat pendidikan yaitu 67 orang Sekolah
Dasar (SD), 42 orang Sekolah Menengah Pertama (SMP), 113 orang Sekolah
Menengah Atas (SMA) dan 49 orang Perguruan Tinggi (PT). Teknik sampling
menggunakan non stratified random sampling. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah dokumentasi dan angket. Teknik analisis data yang
menggunakan uji Anova dan t-test. Dari hasil penelitian melalui uji Anova
diperoleh nilai signifikan .000 < .05, dengan demikian berarti menerima H, dan
menolak Ho, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan
masyarakat terhadap kesadaran membayar PBB di Kelurahan Nendagung
Kecamatan Pagar Alam Selatan. Simpulan yang dapat diambil dalam penelitian
ini adalah semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin tinggi pula
kesadaran membayar PBB di Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam
Selatan.
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan
bernegara, khususnya di dalam melanjutkan pembangunan, karena pajak
merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran
negara. Selain itu, pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasional, baik
berupa barang ataupun jasa.

Menurut Andriani  (dalam Brotodiharjo, 2010:2) pajak adalah iuran
kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib menurut
peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung
dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan
pemerntahan. Dengan demikian, jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu
negara menjadi sangat penting untuk menunjang jalannya roda pemerintahan.
Untuk itu, kesadaran hukum membayar pajak merupakan suatu kewajiban warga
negara.

Pajak sebagai salah satu sumber utama penghasilan tebesar negara yang
didapat dari rakyatnya melalui pungutan pajak. Sejarah pemungutan pajak telah
ada sejak zaman nenek moyang yang dikenal dengan upeti, yaitu pemberian hasil
bumi kepada raja sebagai tanda bakti rakyat kepada raja, hal inilah yang kemudian
melatarbelakangi adanya pemungutan pajak. Dalam hal ini Bohari (2010:1)

mengemukakan mengenai asal usul pemungutan pajak:

Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi
hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat untuk rajadalam
memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan
negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai, dan
lain sebagainya.

Salah satu pajak pungutan tersebut adalah kepemilikan sebidang tanah.
Sebidang tanah tidak serta merta dapat dimiliki begitu saja oleh seseorang atau



suatu lembaga/perusahaan, tetapi ada aturan dan syarat-syarat tertentu yang harus
dipenuhi oleh seseorang atau suatu lembaga. Selain itu, sebidang tanah yang telah
dimiliki tidak begitu saja dapat terlepas ikatan dengan negara dimana tanah itu
berada, karena terdapat kewajiban yang harus diberikan oleh pemilik tanah
tersebut kepada negara berupa pajak. Tidak hanya tanah saja, jika di atas sebidang
tanah tersebut berdiri suatu bangunan, maka pajak dibebankan juga terhadap
bangunan tersebut. Pajak terhadap kepemilikan tanah dan bangunan ini disebut
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

PBB bersifat wajib untuk dipenuhi atas kepemilikan bumi dan bangunan.
PBB diwajibkan terhadap wajib pajak karena kepemilikan bumi dan bangunan,
penguasaan, dan pemanfaatan atas keberadaan bumi dan bangunan tersebut. Pajak
ini dipungut bukan untuk kepentingan perseorangan tetapi ditujukan untuk
pembangunan di berbagai wilayah suatu negara, yang diatur oleh pemerintah
pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak yang dalam pelaksanaan pembayarannya
dibantu oleh pemerintah daerah.

PBB dikenakan terhadap tanah atau bangunan yang berdiri di atasnya baik
itu rumah, toko, perusahaan dan lain sebagainya. PBB dikenakan terhadap wajib
pajak karena kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan atas bumi dan bangunan
yang ada. Tujuan dari PBB ini adalah untuk mendukung terciptanya
pembangunan nasional. Dengan demikian, kesadaran masyarakat untuk
membayar PBB sangat diperlukan, karena dengan kesadaran masyarakat yang
tinggi, maka penyediaan fasilitas umum dapat berjalan berjalan dengan lancar
sebagaimana mestinya. Dalam hal ini menurut Wellman (dalam Ujan, 2009:203)
menjelaskan mengenai berbagai fasilitas umum:

Menyadari berbagai kemudahan yang diberikan oleh negara -
menyediakan jalan raya, pelabuhan, pendidikan, pelayanan
kesehatan, kesempatan kerja, keamanan dan sebagainya-
membayar pajak misalnya, harus dilihat sebagai kewajiban yang
wajar, meskipun dilakukan tanpa persetujuan subjek.

Mengingat bahwa pajak merupakan bagian yang sangat penting dalam
menunjang kesejahteraan kehidupan bermasyarakat, tentu saat ini pajak bukan

lagi merupakan sesuatu yang paling asing bagi masyarakat Indonesia. Sebagian



kalangan telah menempatkan pajak sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara,
yaitu merupakan sarana untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan
tugas bernegara yang ditangani oleh pemerintah. Indikasi ini terlihat dari semakin
banyaknya jumlah wajib pajak terdaftar serta pencapaian target penerimaan pajak
yang disetorkan oleh masyarakat termasuk di kota Pagar Alam.

Keberhasilan penerimaan pajak dapat dilihat dari realisasi penerimaan
pajak itu sendiri. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak daerah yang
berperan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam tabel berikut
disebutkan jumlah PAD Kota Pagar Alam dari tahun 2008-2012 adalah sebagai
berikut :

TABEL 1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2008 - 2012

Prosentase
No. | Tahun Target PAD Realisasi PAD Pencapain
Target

2008 Rp. 428.220.040.310 Rp. 367.311.287.362 85,78%

2009 Rp. 358.002.225.882 Rp. 323.534.793.632 90,37%

2010 Rp. 395.801.160.421 Rp. 428.748.773.655 108,32%

BN E

2011 Rp. 467.407.803.500 Rp. 504.351.815.364 107,90%

5. | 2012 Rp. 532.646.885.512 Rp. 569.380.486.314 106,90%

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pagar Alam, Tahun 2013

Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah
(PAD) kota Pagar Alam telah mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 dan 2009
realisasi PAD kota Pagar Alam belum mencapai target. Kemudian untuk tahun
2010, 2011, dan 2012 realisasi PAD telah mencapai target yang telah ditetapkan.
Bahkan pada tahun 2010, 2011, dan 2012 realisasi PAD mencapai angka melebihi
seratus persen.

Sedangkan untuk data jumlah wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) kota
Pagar Alam, yaitu wajib pajak terdaftar pada tahun 2008 adalah sebanyak 3.298
dan dengan target pencapaian 100% dari jumlah pokok ketetapan pajak yakni
sejumlah Rp. 802.712.372. Pencapaian target tersebut tanpa ada penunggakan

pembayaran tahun lalu. Pada tahun 2013 jumlah wajib pajak bumi dan bangunan



yang terdaftar di kota Pagar Alam adalah sebanyak 37.812. Sedangkan untuk
jumlah wajib pajak daerah kecamatan Pagar Alam Selatan adalah sebanyak
10.141, dengan target PBB sebesar Rp. 536.848.620. Untuk wilayah Kelurahan
Nendagung yang merupakan salah kelurahan yang ada di kota Pagar Alam
jumlah wajib pajaknya adalah sebanyak 2.716, dengan target PBB sebesar
Rp.216.408.339 (Dokumentasi Kantor Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar
Alam Selatan, Tahun 2013).

Dalam keberhasilan pencapaian realisasi penerimaan pajak daerah,
tentunya memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut.
Termasuk kesadaran wajib PBB untuk melunasi pajaknya. Dalam memenuhi
kewajiban pajak perlu adanya suatu dasar atau faktor yang melandasi setiap wajib
pajak. Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak
dalam memenuhi kewajibannya, salah satunya adalah pendidikan.

Pendidikan adalah faktor yang sangat penting dalam perkembangan budi
pekerti, kesuksesan maupun pemahaman seseorang dapat dilihat dari latar
belakang pendidikannya, karena dengan pendidikan dapat membawa seseorang
yang belum dewasa ketingkat kedewasaan dalam arti termotivasi dan mampu
memikul tanggung jawab segala perbuatan secara moral. Menurut salah satu
pengertian pendidikan dari Butt (dalam Arifin, 2009:38) mengungkapkan
“pendidikan adalah suatu proses. Melalui proses ini individu diajarkan kesetiaan
dan kesediaan untuk mengikuti aturan. Melalui cara ini pikiran manusia dilatih
dan dikembangkan”.

Dari uraian diatas bila dikaitkan dengan kesadaran membayar pajak,
terutama dalam Pajak Bumi dan Bangunan maka sudah sewajarnyalah apabila
tingkat pendidikan masyarakat itu mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk
membayar pajak. Apabila tingkat pendidikan masyarakat tinggi maka kesadaran
untuk membayar pajak juga akan lebih baik bila dibandingkan mereka yang
berpendidikan lebih rendah. Karena bagi mereka yang berpendidikan tinggi
tentunya lebih mengerti dan lebih paham tentang pentingnya membayar pajak
sebagai salah satu kewajiban sebagai warga negara. Serta memahami bahwa

pajak merupakan penghasilan negara yang sangat diandalkan pemerintah sebagai



modal pembangunan. Serta melalui pendidikan seseorang akan taat aturan bukan
hanya sebagai paksaan tetapi juga merupakan kewajiban yang dilandaskan dengan
keikhlasan.

Tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi kesadaran membayar PBB,
hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuraini (2008) yang
menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan terhadap
kesadaran wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam
penelitian Kusuma (2009) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara
tingkat pendidikan terhadap motivasi dalam membayar Pajak Bumi dan
Bangunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mencoba melihat
pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesadaran membayar Pajak Bumi dan
Bangunan dengan judul penelitian : Pengaruh Tingkat Pendidikan Masyarakat
Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan

Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah “adakah pengaruh tingkat pendidikan masyarakat terhadap
kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Nendagung

Kecamatan Pagar Alam Selatan?”.

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat

pendidikan masyarakat terhadap kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan.



1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:
1.4.1 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran
masyarakat mengenai pentingnya PBB sebagai modal penting untuk membangun
daerah.
1.4.2 Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Dapat memberikan tambahan informasi tentang indikator-indikator yang
mempengaruhi keberhasilan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Khususnya
mengenai tingkat pendidikan berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
1.4.3 Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengaplikasikan teori-teori yang
telah diperoleh selama masa studi khususnya dalam mata kuliah Hukum Pajak

dan untuk memperoleh pengalaman dalam pengamatan di lapangan.
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